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Tuntutan terhadap terdakwa mencakup proses pembuktian semua dakwaan yang diarahkan 

padanya selama persidangan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) bertanggung jawab untuk 

menjelaskan setiap unsur pasal yang relevan dan fakta perbuatan yang sesuai dengan 

kejahatan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pada penelitian ini, akan dianalisisnya 

pertimbangan jaksa penuntut umum dalam melakukan tuntutan (requisitor) terhadap pelaku 

tindak pidana penganiayaan yang di mana akan dijelaskan mengenai pertimbangan atas 

setiap alternatif pasal yang seyogyanya dapat digunakan untuk menyusun surat dakwaan 

bagi terdakwa sampai proses tuntutan dalam perkara penusukan Syekh Ali Jaber dengan 

No. Reg Perkara PDM-361/TJKAR/10/2020). Rumusam masalah pada penelitian ini yaitu 

Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa 

dengan Pasal 340 Jo. 53 KUHP (Studi No. Reg Perkara PDM-361/TJKAR/10/2020)? dan 

Apakah yang menjadi faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara 

tindak pidana penganiayaan? 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Normatif: 

Pendekatan penelitian ini difokuskan pada analisis norma hukum, peraturan perundang- 

undangan, putusan pengadilan, surat tuntutan, dan literatur hukum untuk memahami dan 

mengevaluasi suatu masalah hukum. Pendekatan ini menitikberatkan pada aspek teoritis 

dan normatif hukum, menjelaskan konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari suatu 

peraturan atau keputusan hukum. Sementara itu, pendekatan ini dilakukan dengan cara 

melakukan wawancara ke para narasumber serta dilakukan analisis data menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder. 

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam 

melakukan tuntutan harus mempertimbangkan berbagai aspek yang melibatkan aspek 

yuridis, sosiologis, dan filosofis yang mana aspek tersebut digunakan dalam kerangka 

teoritis pada penelitian ini. Aspek yuridis menjadi dasar pertimbangan utama Jaksa 

Penuntut Umum (JPU), tersebut mencakup keharusan untuk memastikan bahwa rumusan 

dari semua pasal yang digunakan telah sesuai. 



 

Rizka Ulya Haq 
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan telah menerapkan ke 3 aspek tersebut dalam 

menuntut terdakwa dengan Pasal 340 jo 53 KUHP karena telah memenuhi unsur-unsur dari 

percobaan pembunuhan berencana. Faktor penghambat pada penelitian ini meliputi adanya 

pernyataan dari pihak keluarga yang awalnya menyatakan bahwa terdakwa mengalami 

gangguan jiwa sebagaimana pada Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang di mana hal tersebut dapat 

menjadi alasan penghapus pidana. Hal tersebut termasuk salah satu dari lima faktor 

penghambat Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu faktor masyarakat, yang merupakan pihak-

pihak yang mendukung penegakan hukum. 

Saran yang ditujukan dalam penelitian ini yaitu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) diharapkan 

menjalankan prinsip keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan tanpa terpengaruh oleh tekanan 

opini publik. Penting untuk menjaga integritas dan memastikan tuntutan didasarkan pada 

fakta dan hukum. Pemahaman yang mendalam dari masyarakat, khususnya masyarakat 

yang terlibat pada salah satu faktor penghambat, yaitu faktor masyarakat itu sendiri pada 

proses peradilan. Hal tersebut menjadi krusial dalam membentuk dasar penilaian objektif 

terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Peningkatan pemahaman ini membuka 

peluang partisipasi aktif masyarakat dalam dinamika sistem hukum. 

Kata Kunci : Pertimbangan Jaksa, Tuntutan, Tindak Pidana, dan Penganiayaan. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia merupakan negara yang melakukan pembangunan di berbagai bidang, 

salah satu bidang tersebut adalah bidang hukum. Pembangunan bidang hukum di 

Indonesia dari waktu ke waktu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan 

masyarakat. Salah satu fungsi dari perkembangan di bidang hukum tersebut adalah 

agar terciptanya ketentraman dan kerukunan antar individu. Tetapi, pada 

kenyataannya kehidupan masyarakat saat ini dapat dibilang masih belum 

menerapkannya, sehingga melahirkan banyak tindak pidana dalam berinteraksi 

sesama manusia. 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), 

sebagai konstitusi yang merupakan landasan dasar tertinggi Negara Indonesia telah 

memberikan jaminan kepada warga negaranya untuk bebas dari penyiksaan. 

Pada Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, disebutkan bahwa “Hak untuk hidup, hak 

untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak 

untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan 

hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28 I ayat (1) 

merupakan satu dari sekian pasal yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia 

dalam UUD 1945. 
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Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, Negara memiliki tanggung jawab untuk 

menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negaranya. Hal ini termuat 

dalam konsep Negara yang diusung oleh John Locke dalam bukunya Two Treaties 

of Civil Government. Negara ada dan dibentuk oleh manusia semata-mata untuk 

menjamin perlindungan hak-hak milik manusia yakni kehidupannya, kebebasannya, 

dan hak miliknya. 

Hak-hak milik yang melekat pada manusia inilah yang kemudian diartikan sebagai 

Hak Asasi Manusia.1 Tanggung jawab Negara atas hak seseorang untuk bebas dari 

penyiksaan kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia. Bentuk tanggung jawabnya berupa perlindungan bagi 

setiap warga Negara untuk terbebas dari praktik penyiksaan tersebut dituangkan 

dalam Pasal 33 ayat (1), yang mengatur bahwa setiap orang bebas dari penyiksaan, 

penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat 

dan martabat kemanusiaannya. 

Setiap orang mempunyai potensi untuk melakukan suatu tindak pidana dan juga 

menjadi korban dari tindak pidana tanpa memandang suku, ras, agama, maupun 

profesi. Bahkan, orang sakitpun memiliki potensi menjadi pelaku tindak pidana, 

salah satunya tindak pidana penganiayaan. Doktrin mendefinisikan yang dimaksud 

dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau 

menimbulkan luka pada tubuh orang lain.2 

 

 

 

1 L. G. Saraswati, et al., (2006), Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus, Depok: Filsafat UI 

Press, Hlm. 194 
2 PAF Lamintang, (1986), Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan 

Serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Bandung: Binacipta, 
Hlm. 113 
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Sebagai contoh, pada tanggal 13 September 2020, terjadi penyerangan yang 

ditujukan kepada seorang ulama yakni, Syekh Ali Jaber. Saat melakukan ceramah 

di Masjid Falahuddin Bandar Lampung, dirinya tertusuk pada lengan kanannya. 

Adapun identitas penikamnya adalah Alfin Andrian, kelahiran 1 April 1996. 

Adapun terdakwa, diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan yang 

disusun secara Komulatif Subsidairitas. Pada tingkat pertama, terdakwa dituduh 

melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 53 KUHPidana secara primer, dan 

melanggar Pasal 338 KUHP juncto Pasal 53 KUHPidana secara subsidiarnya. Pada 

tingkat lebih subsidiarnya, terdakwa juga didakwa melanggar Pasal 355 ayat (1) 

KUHPidana. Di tingkat lebih subsidiarnya lagi, terdakwa dituduh melanggar Pasal 

351 ayat (2) KUHPidana. Bahkan lebih subsidiarnya, terdakwa juga dihadapkan 

pada dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Selain itu, pada tingkat 

kedua, terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat 

Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api. 

Terdakwa dituntut Pasal 340 Jo. Pasal 53 KUHP dan Kedua Pasal 2 ayat (1) UU 

Darurat Nomor 12 Tahun 1952 yang di mana berdasarkan fakta persidangan dan 

jika dibandingkan dengan putusan Majelis Hakim cukup tinggi untuk dituntut 

dengan pasal dan hukuman tersebut. 

Seperti yang disebutkan dalam Surat Tuntutan, sebelumnya majelis hakim sempat 

mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang 

memiliki gangguan kejiwaan yang dapat menjadi alasan penghapus pidananya 

dikarenakan beberapa saksi memberi pernyataan bahwa terdakwa mengalami 

gangguan kejiwaan dan sempat dibawa ke Rumah Sakit Jiwa untuk diberi 
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pengobatan. Disebutkan juga bahwa keluarga terdakwa sempat menginginkan 

terdakwa dirawat inap, tetapi hal tersebut tidak terlaksana karena keterbatasan 

biaya. 

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa termasuk orang yang sehat baik 

jasmani maupun rohaninya, karena terdakwa dapat menjawab dengan baik dan 

menceritakan kejadian dengan lancar. Majelis hakim juga berpendapat bahwa 

dengan dibawanya terdakwa satu kali ke Klinik Yayasan Bina Mitra kab. 

Pesawaran sekitar tahun 2016, belumlah dapat membuktikan jika terdakwa 

mengalami gangguan kejiwaan. Oleh karena itu, alasan pemaaf yang disebutkan 

pada Pasal 44 KUHP tidaklah dapat digunakan dan terdakwa harus 

mempertanggung jawabkan perbuatannya.3 

Kejaksaan yang memiliki peran sebagai lembaga penegak hukum dalam 

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dalam hal ini harus 

bertanggung jawab dan mencari alat bukti yang sah. Dan juga, mencapai keadilan 

dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, lembaga kejaksaan harus 

bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, 

kesusilaan, serta menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. 

Isi surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara ini mencakup 

beberapa tuntutan. Pertama, JPU menuntut agar terdakwa ALPIN ANDRIAN Bin 

M. RUDI dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan atas tindak pidana 

merampas nyawa orang lain dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu, sejalan 

dengan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat 

 

3 Surat Putusan Nomor 1316/Pid.B/2020/PN Tjk 
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Nomor 12 Tahun 1951. Kedua, JPU menuntut hukuman pidana penjara selama 10 

tahun dikurangi masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 

Selanjutnya, JPU mengajukan permintaan agar barang bukti seperti baju gamis 

warna hitam dan kaos putih bercak darah dikembalikan kepada saksi ALI SALEH 

MOHAMMED ALI alias SYEH ALI JABEER Bin SALEH Bin MUHAMMAD 

Bin JABER, sedangkan kaos warna biru dan celana jeans hitam dikembalikan 

kepada terdakwa. Senjata tajam dan gagang pisau dirampas untuk dimusnahkan. 

Terakhir, JPU menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- yang harus dibayar 

oleh terdakwa. 

Lembaga kejaksaan, sebagai penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam 

sistem peradilan, diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan sebesar-besarnya 

kebijaksanaan. Pentingnya kebijaksanaan ini tercermin dalam penyusunan tuntutan 

yang cermat dan bijak, dengan merinci setiap aspek ketentuan hukum yang relevan 

dan mempertimbangkan secara seksama fakta-fakta yang terungkap. Dengan 

pendekatan yang bijaksana, diharapkan lembaga kejaksaan tidak hanya mampu 

menciptakan efek jera melalui penegakan hukum, tetapi juga menjaga 

keseimbangan dengan hak-hak asasi pelaku kejahatan. 

Tuntutan yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan akan memberikan kontribusi 

positif terhadap terciptanya hukum yang adil. Keberpihakan pada prinsip-prinsip 

hak asasi manusia dalam proses penuntutan akan memastikan bahwa setiap individu 

mendapatkan perlakuan yang layak di mata hukum. Dengan demikian, diharapkan 

hasil akhir dari upaya lembaga kejaksaan adalah menciptakan suasana hukum yang 

memberikan  ketertiban  dan  ketentraman  di  tengah-tengah  masyarakat,  serta 
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memperkokoh keyakinan publik terhadap keadilan sistem peradilan yang 

diterapkan. 

Dengan berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan memaparkan 

Hasil Analisis Surat Tuntutan No. Reg Perkara PDM – 361/TJKAR/10/2020, 

dengan judul, “Analisis Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam 

Melakukan Tuntutan (Requisitor) terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan 

(Studi No. Reg Perkara PDM – 361/TJKAR/10/2020). 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam 

menuntut terdakwa dengan Pasal 340 Jo. 53 KUHP (Studi No. Reg Perkara 

PDM – 361/TJKAR/10/2020)? 

b. Apakah yang menjadi faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam 

menangani perkara tindak pidana penganiayaan? 

2. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup pada bidang ilmu penelitian ini adalah ilmu Hukum Pidana pada 

umumnya, khususnya bidang tindak pidana penganiayaan. Ruang Lingkup bidang 

kajian pada penelitian ini adalah mengkaji tentang pertimbangan jaksa dalam 

melakukan tuntutan (requisitor) terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan (Studi 

No. Reg Perkara PDM – 361/TJKAR/10/2020) yang berlokasi di Kejaksaan Negeri 

Bandar Lampung. 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian guna menjawab rumusan masalah adalah: 

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menuntut 

terdakwa dengan Pasal 340 Jo. 53 KUHP (Studi No. Reg Perkara PDM – 

361/TJKAR/10/2020). 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam menangani 

perkara tindak pidana penganiayaan. 

2. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penulisan ini dapat dibagi menjadi kegunaan secara teoritis dan praktis. 

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan teoritis 

 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu 

pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, khususnya dalam upaya 

penegakan hukum dalam kaitannya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku 

pidana. 

b. Kegunaan praktis 

 

Penulisan ini diharapkan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

penegak hukum dan akademisi sebagai upaya mempertahankan proses 

penegakan hukum agar tetap dijalankan secara cermat dan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

 

Kelrangka teloriltils melrupakan abstraksil hasill pelmilkilran atau kelrangka acuan atau 

dasar yang rellelvan untuk pellaksanaan suatu pelnelliltilan illmilah, khususnya pelnelliltilan 

hukum.4 Kelrangka teloriltils pelrtama yang dilgunakan dalam pelnelliltilan ilnil adalah: 

a. Dasar Pelrtilmbangan Jaksa dalam melmbuat tuntutan 

 

Melnurut Ahmad Rilfail, dasarnya mellilbatkan tilga aspelk utama yaknil pelrtilmbangan 

yurildils, fillosofils, dan sosilologils. Delngan delmilkilan, keladillan yang dilupayakan 

untuk dilcapail, dilrelalilsasilkan, dan dilpelrtanggungjawabkan melmillilkil dilmelnsil yang 

melncakup keladillan hukum (lelgal justilcel), keladillan moral (moral justilcel), dan 

keladillan masyarakat (socilal justilcel). Dalam prosels pelngambillan kelputusan 

belrusaha melncapail kelselilmbangan antara keltelntuan hukum yang belrlaku, nillail-nillail 

moral yang dilpelgang telguh, kelbutuhan selrta aspilrasil masyarakat selcara 

kelselluruhan. Hal telrselbut tildak hanya melmelnuhil standar keladillan hukum formal 

akan teltapil juga melncelrmilnkan keladillan moral dan sosilal. 

1) Aspelk Yurildils 

Aspelk yurildils melnggunakan undang-undang selbagail dasar utama. Selbagail pelnelgak 

hukum, dalam hal ilnil dilharapkan melmahamil selcara melnye lluruh keltelntuan hukum 

yang selsuail delngan kasus yang ada. Dilpelrlukannya elvaluasil keladillan undang- 

undang telrselbut delngan melnillail apakah telrdapat manfaat yang dapat dilpelrolelh, dan 

apakah pelnelrapan undang-undang telrselbut melmbelrilkan kelpastilan hukum. Hal ilnil 

belrasal daril relalilta bahwa salah satu tujuan pelnttilng silstelm hukum adalah untuk 

melncapail keladillan. 

 

 

 

 

4 Soelrjono Soelkanto, (2014), Pelngantar Pelnelliltilan Hukum Eldilsi l Relvilsi l, Jakarta: UIl Prelss, Hlm. 101 
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2) Aspelk Fillosofils 

 

Aspelk fillosofils dalam pelrtilmbangan ilnil melniltilkbelratkan pada pelncarilan kelbelnaran 

dan keladillan. Dilpelrtilmbangkannya nillail-nillail fillosofils dalam upaya untuk melncapail 

kelbelnaran mutlak dan keladillan substansilal. Faktor-faktor selpelrtil moraliltas, eltilka, 

dan prilnsilp-prilnsilp fillosofils melrupakan bagilan pelntilng dalam pelngambillan 

kelputusan hukum. Dalam hal ilnil, hakilm tildak hanya melmatuhil undang-undang 

selcara formal akan teltapil hakilm juga belrusaha melnjadilkan nillail-nillail fillosofils 

selbagail panduan untuk melnelmukan kelbelnaran dan melncilptakan keladillan yang 

melnyelluruh. 

3) Aspelk Sosilologil 

 

Aspelk sosilologils melmelrlukan melmpelrtilmbangkan norma-norma budaya yang 

belrlaku dalam masyarakat yang melmbutuhkan pelmahaman telrhadap aspelk fillosofils 

dan sosilologils. Ilmplelmelntasil aspelk ilnil melmelrlukan pelngalaman, pelngeltahuan yang 

komprelhelnsilf, dan kelbiljaksanaan yang dapat melngakomodasil nillail-nillail yang 

selrilng dilabailkan dalam masyarakat. Pelnelrapan telrselbut melnjadil sangat sulilt keltilka 

tildak melmatuhil prilnsilp-prilnsilp lelgaliltas dan tildak telrilkat pada suatu silstelm telrtelntu. 

Pelnyellarasan daril keltilga unsur telrselbut dilpelrlukan agar kelputusan yang dilhasillkan 

melnghasillkan Kelputusan yang adill dan dapat diltelrilma olelh masyarakat.5 

a. Teloril Faktor yang Melmpelngaruhil Pelnelgakan Hukum 

Pelnelgakan Hukum melrupakan matelril daril faktor-faktor pelnghambat yang 

melmpelngaruhil upaya pelnelgakan hukum. Faktor-faktor telrselbut melmpunyail artilan 

 

 

 

5 Ahmad Rilfai l, (2018), Pelnelmuan Hukum olelh Hakilm dalam Pelrspe lktilf Hukum Progrelsi lf, Jakarta: 

Si lnar Grafilka, Hlm. 127 
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neltral, selhilngga dampak posiltilf atau nelgatilfnya telrleltak pada ilsil faktor-faktor 

telrselbut. Faktor-faktor telrselbut adalah selbagail belrilkut:6 

1) Faktor Hukumnya selndilril, yang dalam pelnelliltilan ilnil hanya dilbatasil pada 

pelraturan pelrundang-undangan saja. 

2) Faktor pelnelgak hukum, yaknil pilhak-pilhak yang melmbelntuk maupun 

melnelrapkan hukum. 

3) Faktor sarana atau fasilliltas hukum, yaknil pilhak-pilhak yang melndukung 

pelnelgakan hukum. 

4) Faktor masyakarat, yaknil lilngkungan dilmana hukum telrselbut belrlaku atau 

diltelrapkan. 

5) Faktor kelbudayaan yaknil selbagil hasill karya, cilpta dan rasa yang dildasarkan pada 

karsa manusila dil dalam pelrgaulan hildup. 

2. Konseptual 

 

Konselptual adalah susunan belrbagail konselp yang melnjadil fokus pelngamatan dalam 

mellaksanakan pelnelliltilan.7 Dalam pelnelliltilan ilnil, batas pelngelrtilan ilstillah yang 

dilgunakan adalah: 

a. Analilsils adalah upaya untuk melmcahkan suatu pelrmasalahan belrdasarkan 

proseldur illmilah dan mellaluil pelngujilan selhilngga hasill analilsils dapat diltelrilma 

selbagail suatu kelbelnaran atau pelnyelle lsailan masalah.8 

b. Dasar pelrtilmbangan Jaksa Pelnuntut Umum. Melnurut Silmons, bahwa pada 

umumnya pelrtilmbangan jaksa pelnuntut umum mellilputil dasar pelrtilmbangan 

selcara objelktilf dan subje lktilf. 

c. Jaksa Pelnuntut Umum melrupakan peljabat fungsilonal nelgara yang melmillilkil 

welwelnang khusus belrdasarkan undang-undang delngan tugas utama belrtilndak 

selbagail pelnuntut umum selpelrtil mellakukan pelnuntutan dil pelrsildangan dan 

6 Soelrjono Soelkanto, (2014), Faktor-Faktor yang Melmpe lngaruhil Pe lnelgakan Hukum, Jakarta: 

Rajawali l Prelss, Hlm. 8 
7 Soelrjono Soelkanto, Op. Cilt, Hlm. 103 
8 Lelxy J Moellelong, (2015), Meltodel Pelnellilti lan Kualiltatilf, Jakarta: Ri lnelka Cilpta, Hlm. 54 
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mellaksanakan putusan pelngadillan yang tellah melmpelrolelh kelkuatan hukum. 

Jaksa Pelnuntut Umum melmillilkil tanggung jawab untuk melngelkselkusil dan 

melngilmplelmelntasilkan kelputusan yang dilambill olelh hakilm.9 

d. Tuntutan melrupakan salah satu tahap pelnyellelsailan pelrkara pildana yang 

dillakukan olelh Jaksa Pelnuntut Umum seltellah dillakukannya pelmbuktilan dalam 

prosels pelradillan yang keltelntuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2004 telntang Keljaksaan Relpublilk Ilndonelsila. 

e. Tilndak Pildana. Dalam konselp KUHP 2013 pelngelrtilan tilndak pildana tellah 

dilrumuskan dalam pasal 11 ayat (1) selbagail belrilkut: 

“Tilndak Pildana adalah pelrbuatan mellakukan atau tildak mellakukan selsuatu 

yang olelh pelraturan pelrundang-undangan dilnyatakan selbagail pelrbuatan yang 

dillarang dan dilancam delngan pildana.”10 

f. Tilndak pildana pelnganilayaan. melndelfilnilsilkan yang dilmaksud delngan 

pelnganilayaan iltu ilalah kelselngajaan melnilmbulkan rasa sakilt atau melnilmbulkan 

luka pada tubuh orang lailn. 11 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk melmastilkan kelselluruhan struktur pelnulilsan skrilpsil ilnil teltap fokus dan 

telrarah, maka akan dilurailkan matelril laporan melnjadil lilma bab selsuail delngan 

silstelmatilka pelnulilsan yang tellah dilteltapkan selbagail belrilkut: 

 

 

 

9 M. Jordan Pradana, Syofyan, Nur, Elrwiln, Tilnjauan Yurildils Pe lni lnjauan Kelmbalil yang Dilajukan 

olelh Jaksa Pelnuntut Umum Telrhadap Putusan Lelpas dari l Selgala Tuntutan Hukum, PAMPAS: 

Journal Of Crilmilnal, Vol. 1/No. 2/2020, Hlm. 143 
10 Dilah Gustilnilatil dan Budil Ri lzkil, (2018), Pelmbaharuan Hukum Pildana dil Ilndonelsila, Bandar 

Lampung: Puska Meldi la, Hlm. 77 
11 PAF Lamilntang, (1986), Dellilk-Dellilk Khusus Keljahatan Te lrhadap Nyawa, Tubuh dan Kelse lhatan 

Selrta Keljahatan yang Melmbahayakan bagil Nyawa, Tubuh dan Kelse lhatan, Bandung: Bilnacilpta, 
Hlm. 113 
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I. PENDAHULUAN 

 

Bab ilnil akan dilbahas melngelnail Latar Bellakang Masalah, Pelrumusan Masalah 

dan Ruang Lilngkup, Tujuan dan Kelgunaan Pelnelliltilan, Kelrangka Teloriltils dan 

Konselptual, dan Silstelmatilka Pelnulilsan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ilnil melnjellaskan telrkailt Tilnjauan Umum Tuntutan, Tilndak Pildana 

Pelnganilayaan, dan Tilndak Pildana Pelmbunuhan. 

III. METODE PENELITIAN 

 

Bab ilnil akan melnje llaskan meltodel pelnelliltilan yang dilgunakan dalam pelnulilsan 

ilnil yang belrupa Pelndelkatan Masalah, Jelnils dan Sumbelr Data, Pelnelntuan 

Narasumbelr, Proseldur Pelngumpulan dan Pelngolahan Data, dan Analilsils Data. 

IV. HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN 

 

Bab ilnil akan melnjawab rumusan masalah dan melnjellaskan hasill pelnelliltilan 

telrkailt Analilsils Dasar Pelrtilmbangan Jaksa Pelnuntut Umum dalam Mellakukan 

Tuntutan (Relquilsiltor) telrhadap Pellaku Tilndak Pildana Pelnganilayaan (Studil No. 

Relg Pelrkara PDM – 361/TJKAR/10/2020) 

V. PENUTUP 

 

Bab telrakhilr ilnil melncakup Silmpulan dan Relkomelndasil daril hasill pelnelliltilan 

dan pelmbahasan pelnelliltil melngelnail tuntutan jaksa dan dilbandilngan delngan 

putusan majellils hakilm dalam melmutus pelrkara Tilndak Pildana Pelnganilayaan 

dalam Surat Tuntutan No. Relg Pelrkara PDM – 361/TJKAR/10/2020. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

Dalam tilnjauan pustaka ilnil, elmpat sub bab akan dilurailkan untuk melmbelrilkan 

pelmahaman melndalam telntang aspelk-aspelk yang rellelvan delngan topilk pelnelliltilan. 

Delngan delmilkilan, tilnjauan pustaka ilnil akan melmbelrilkan landasan yang kokoh 

untuk melmahamil kontelks pelnelliltilan lelbilh lanjut. 

A. Pengertian Jaksa, Tugas dan Wewenang 

 

Gambaran komprelhelnsilf melngelnail pelran jaksa dalam silstelm pelradillan, mulail daril 

pelngelrtilan jaksa hilngga elxplorasil melndalam melngelnail tugas dan welwelnang yang 

melnjadil landasan utama dalam me lnjalankan fungsil pelmelrilntahan hukum akan 

dilbahas lelbilh lanjut mellaluil bab ilnil. 

a) Pelngelrtilan Jaksa 

 

Belrdasarkan Undang- Undang Dasar Nelgara Relpublilk I lndonelsila Tahun 1945, 

Jaksa adalah lelmbaga yang belrtugas mellaksanakan kelkuasaan nelgara dil bildang 

pelnuntutan dil pelngadillan. Jaksa melmillilkil pelran pelntilng dalam silstelm pelradillan 

I lndonelsila untuk melmastilkan telrlaksananya keladillan dan hukum dil nelgara ilnil. 

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 telntang Keljaksaan Relpublilk I lndonelsi la 

melmbelrilkan pelngelrtilan lelbilh rilncil melngelnail jaksa. Melnurut undang-undang 

telrselbut, jaksa adalah pelgawail nelgara yang diltugaskan untuk mellaksanakan 

pelnuntutan dil pelngadillan, mellaksanakan tugas-tilgas hukum lailnnya yang dilatur 
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dalam undang-undang, dan mellaksanakan tugas tugas hukum lailnnya yang dilatur 

dalam undang-undang, dan mellaksanakan tugas-tugas nonliltilgasil yang belrkailtan 

delngan pelnyellildilkan, pelnuntutan, dan elkselkusil pildana. 

Jaksa dil I lndonelsila telrbagil melnjadil belbelrapa tilngkatan, mulail daril jaksa agung 

muda, jaksa agung, jaksa tilnggil, jaksa tilnggil muda, jaksa, dan jaksa muda. Seltilap 

tilngkatan melmillilkil tugas dan welwelnang yang belrbelda selsuail delngan hilelrarkil dil 

Keljaksaan Relpublilk I lndonelsila 

b) Tugas dan Welwelnang 

 

Pelngaturan melngelnail tugas dan welwelnang jaksa melnurut Undang-undang No. 16 

Tahun 2004 telntang Keljaksaan Relpublilk I lndonelsila, melnyelbutkan bahwa:12 

1. Dil bildang pildana, keljaksaan melmpunyail tugas dan welwelnang: 

 

a. Mellakukan pelnuntutan. 

b. Mellaksanakan pelneltapan hakilm dan putusan pelngadillan yang tellah 

melmpelrolelh kelkuatan hukum. 

c. Mellakukan pelngawasan telrhadap pellaksanaan putusan pildana belrsyarat, 

putusan pildana pelngawasan, dan kelputusan lelpas belrsyarat. 

d. Mellakukan pelnyildilkan telrhadap tilndak pildana telrtelntu belrdasarkan 

undang-undang. 

e. Mellelngkapil belrkas pelrkara telrtelntu dan untuk iltu dapat mellakukan 

pelmelrilksaan tambahan selbellum dillilmpahkan kel pelngadillan yang dalam 

pellaksanaannya dil koordilnasilkan delngan pelnyildilk. 

2. Dil bildang pelrdata dan tata usaha nelgara, keljaksaan delngan kuasa khusus 

dapat belrtilndak bailk dil dalam maupun dil luar pelngadillan untuk dan atas nama 

nelgara atau pelmelrilntah. 

3. Dalam bildang keltelrtilban dan keltelntraman umum, keljaksaan turut 

melnyellelnggarakan kelgilatan: 

a. Pelnilngkatan kelsadaran hukum masyarakat. 

 

12 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 telntang Keljaksaan Relpubli lk Ilndonelsila 
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b. Pelngamanan kelbiljakan pelnelgakan hukum. 

c. Pelngawasan pelreldaran barang celtakan. 

d. Pelngawasan alilran kelpelrcayaan yang dapat melmbahayakan masyarakat 

dan lelmbaga. 

e. Pelncelgahan pelnyalahgunaan dan/atau pelnodaan agama. 

f. Pelnelliltilan dan pelngelmbangan hukum selrta statilstilk krilmilnal. 

 

Keljaksaan juga belrpelran dalam prosels melncilptakan kondilsil yang melndukung dan 

melngamankan pellaksanaan pelmbangunan agar telrcilptanya masyarakat yang adi ll 

dan makmur. 

B. Tinjauan Umum Tuntutan 

 

Tuntutan hukum yang melrupakan bagilan ilntelgral daril prosels pelnuntutan, 

melnggambarkan pelnelgakan keladillan delngan cara yang silstelmatils dan telrstruktur. 

Prosels ilnil melncakup tahap pelnyusunan surat tuntutan olelh jaksa pelnuntut umum, 

yang melrupakan dokumeln relsmil yang melmuat rangkuman pelnuh daril buktil-buktil 

yang dilsajilkan, bailk iltu keltelrangan daril saksil, pelndapat daril saksil ahlil, selrta 

pelmelrilksaan telrhadap surat-surat yang belrkailtan delngan telrdakwa. Sellailn iltu, 

dalam surat tuntutan, telrdapat juga pelmaparan melngelnail jelnils tilndak pildana yang 

dildakwakan selrta hukuman yang dilanggap layak dan selsuail delngan pelrbuatan 

yang dillakukan olelh telrdakwa.Jaksa melmillilkil pelran untuk melmbuat surat tuntutan 

dilsampilng melmbuat surat dakwaan. Surat tuntutan dilajukan seltellah pelmelrilksaan 

(pelmbuktilan) dilnyatakan sellelsail selsuail delngan keltelntuan Pasal 182 ayat (1) huruf 

a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telntang Kiltab Undang-Undang Hukum 

Acara Pildana (KUHAP) yang belrbunyil;13 

“Seltellah pelmelrilksaan dilnyatakan sellelsail, JPU melngajukan tuntutan pildana.” 

 

13 Sofyan, A. M., & SH, M. (2020). Hukum Acara Pildana. Jakarta: Prelnada Meldila, Hlm. 342-343 
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Selbellum dilbelrlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telntang Hukum 

Acara Pildana (KUHAP), landasan hukum yang melngatur telntang relquilsiltoilr, yailtu 

pildato pelnutup daril jaksa pelnuntut umum dalam sildang pelngadillan pildana, dapat 

diltelmukan dalam Pasal 290 ayat (1) Helrzilelnel I lnlandsch Relglelmelnt (HIlR), suatu 

pelraturan hukum kolonilal yang belrlaku dil I lndonelsila pada masa iltu. Keltelntuan 

telrselbut selcara khusus melneltapkan bahwa seltellah tahap pelmelrilksaan dil dalam 

pelrsildangan sellelsail, jaksa pelnuntut umum melmillilkil kelwajilban yang telgas untuk 

melmbelrilkan pelngantar lilsan dan melmbacakan 

Surat Tuntutan yang tellah dilsilapkan kelpada Pelngadillan Nelgelril yang 

belrsangkutan. Pasal 290 ayat (1) HIlR, dalam kontelks ilnil, melnjadil piljakan hukum 

yang melnjadil landasan bagil proseldur tuntutan pildana pada pelrilodel selbellum 

adanya KUHAP yang melnunjukkan bahwa tuntutan pildana tellah melnjadil bagilan 

ilntelgral daril prosels pelradillan seljak selbellum dilbelrlakukannya KUHAP, melskilpun 

belntuknya mungkiln belrbelda delngan yang dilatur dalam KUHAP.14 

Surat tuntutan dilgunakan olelh pelnuntut umum selbagail dasar untuk melngajukan 

tuntutan pildana telrhadap telrdakwa. Surat tuntutan ilnil kelmudilan dilbacakan olelh 

pelnuntut umum kelpada telrdakwa selbagail salah satu tahapan dalam prosels 

pelrsildangan. Pelmbacaan tuntutan olelh pelnuntut umum melrupakan salah satu 

tahapan dalam prosels pelrkara dil pelngadillan. Seltellah acara pelmbuktilan dalam 

pelrsildangan sellelsail, pelnuntut umum melmbacakan surat tuntutan kelpada telrdakwa 

dan hakilm. Dalam praktilknya, surat tuntutan melmuat argumeln-argumeln hukum 

yang  melndukung  tuntutan  pelnuntut  umum.  Pelmbacaan  surat  tuntutan 

 

14 Afandy, K. (2023). Surat Tuntutan (Relqui lsiltoi lr) dalam Prosels Pelrkara Pildana Melnurut Kiltab 

Undang-Undang Hukum Acara Pildana. Proboli lnggo: Unilvelrsi ltas Panca Marga, Hlm. 41 
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melmungkilnkan pelnuntut umum untuk melnyampailkan selcara langsung kelpada 

telrdakwa dan hakilm melngelnail posilsil dan tuntutan hukum yang dilajukan dalam 

pelrsildangan untuk kelmudilan akan melnjadil bagilan daril prosels pelngambillan 

kelputusan olelh hakilm dalam suatu kasus. Seltellah hakilm yakiln dan dildukung 

delngan buktil-buktil yang sah, majellils hakilm akan melmpelrtilmbangkan jelni ls 

hukuman yang akan dilbelrilkan.15 

Seltellah tahap pelmelrilksaan telrhadap buktil-buktil dan kelsaksilan sellelsail dillakukan 

olelh pelngadillan, prosels belrlanjut delngan melmbelrilkan kelselmpatan kelpada 

pelnuntut umum untuk melnyampailkan tuntutannya selcara relsmil. Pada tahap ilnil, 

pelnuntut umum dilhadapkan delngan tanggung jawabnya untuk selcara telrpelrilncil 

dan telrstruktur melnyajilkan argumeln dan buktil-buktil yang melndukung 

dakwaannya telrhadap telrdakwa kelpada majellils hakilm. Mellaluil surat tuntutannya, 

pelnuntut umum melnyorotil seltilap ellelmeln yang melnjadil dasar dakwaan, 

melnjellaskan delngan celrmat kronologil keljadilan, selrta melrangkum keltelrangan 

saksil dan buktil-buktil matelrilill yang rellelvan delngan pelrkara. 

Seltellah pelnuntut umum yakiln bahwa fakta-fakta yang telrungkap dalam 

pelrsildangan mampu melmbuktilkan unsur-unsur tilndak pildana yang dilakuil kelpada 

telrdakwa, maka dililkutil delngan pelrnyataan relsmil bahwa telrdakwa dilnillail belrsalah 

dan pelnuntut umum akan melngajukan pelrmohonan kelpada majellils hakilm untuk 

melneltapkan pildana yang selsuail delngan kelsalahan yang tellah dillakukan ole lh 

telrdakwa. Selbalilknya, jilka fakta-fakta yang muncul tildak cukup untuk 

melmbuktilkan kelsalahan telrdakwa, pelnuntut umum akan melnyatakan telrdakwa 

 

15 Ilbild 
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tildak belrsalah dan melngajukan tuntutan belbas kelpada majellils hakilm. Untuk 

melnghilndaril pelnolakan daril telrdakwa atau pelnaselhat hukumnya, surat tuntutan 

harus dilsusun selcara lelngkap dan akurat.16 

Dalam me lngajukan tuntutan, pelnuntut umum akan melrangkum buktil-buktil yang 

tellah dilajukan selrta melngurailkan argumeln hukum yang melndukung dakwaan 

telrselbut. Sellailn iltu, pelnuntut umum juga akan melngurailkan faktor-faktor yang 

dapat melmbe lratkan atau melrilngankan telrdakwa. Faktor-faktor yang melmbelratkan 

bilasanya melncakup hal-hal selpelrtil seljarah keljahatan selbellumnya (relsildilvils), 

keljahatan yang dilrelncanakan delngan matang, atau keljahatan yang mellilbatkan 

lelbilh daril satu tilndakan (milsalnya, keljahatan yang dillakukan selcara 

belrkellompok).17 

Dil silsil lailn, faktor-faktor yang melrilngankan dapat mellilputil kelrjasama telrdakwa 

dalam pelnyellildilkan, pelngakuan belrsalah, pelnyelsalan yang tulus, keladaan bellum 

cukup umur, atau pelrillaku sopan sellama prosels hukum. Melskilpun faktor-faktor 

ilnil tildak dilatur selcara khusus dalam undang-undang, namun kelbilasaan dan praktilk 

yang tellah lama belrlangsung dil silstelm pelradillan selrilng kalil melmpelrhiltungkannya 

dalam pelnelntuan hukuman.18 

Belbelrapa orang kellilru melnelntukan antara dakwaan dan tuntutan karelna kelduanya 

telrkailt delngan prosels hukum dalam kasus pildana. Namun, kelduanya melmillilkil 

pelrbeldaan pelntilng:19 

 

 

16 Telguh Praseltyo, S. H., Handayanil, T. A., SH, M., Karo, R. P. K., & SH, M. (2018). Hukum 

Acara Pildana Relorilelntasil Pelmi lkilran Teloril Keladillan Belrmartabat. Pelnelrbilt K-Meldila, Hlm. 215- 

216 
17 Syamsuddiln, M. (2018). Mahilr Melnulils Studil Kasus Hukum. Jakarta: Prelnada Meldila, Hlm. 119 
18 Ilbild 
19 Afandy, K. Loc Cilt 
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Surat Dakwaan Surat Tuntutan 

Dilbacakan pada saat pelrmulaan sildang Dilajukan seltellah prosels pelmbuktilan 

Urailan pasal-pasal apa saja yang melnjadil 

tuntutan 

Belrilsil  tuntutan  hukuman  untuk 

dakwaan 

 

 

Dil dalam KUHAP tildak ada satu pasal yang melmbahas melngelnail ilsil surat 

tuntutan, teltapil pada umumnya belrilsil; 

A. I ldelntiltas telrdakwa, mellilputil: 

1. Nama lelngkap 

2. Telmpat tanggal lahilr 

3. Jelnils kellamiln 

4. Kelbangsaan 

5. Telmpat tilnggal 

6. Agama 

7. Pelkelrjaan, dan lailnnya 

B. Surat Dakwaan, 

C. Fakta-fakta yang telrbuktil dil dalam pelrsildangan, dalam hal: 

1. Keltelrangan saksil 

2. Keltelrangan telrdakwa 

3. Keltelrangan ahlil 

4. Barang buktil 

D. Buktil Vilsum (Vilsum elt Relpelrtum) dan buktil surat lailn, 

E. Fakta-fakta yurildils, 

F. Pelmbahasan yurildils, jaksa pelnuntut umum melngurailkan unsur-unsur pasal 

yang melnjadil dasar pelnuntutan selhilngga dapat telrbuktil atau tildak, 

G. Pelrtilmbangan melngelnail hal yang melmbelratkan maupun melrilngankan 

telrdakwa, 

H. Tuntutan hukum melngelnail belrapa lama pildana, pellelpasan, atau 

pelmbelbasan yang diljatuhkan kelpada telrdakwa, 

I. Nomor relgilstelr, tanggal, dan tanda tangan pelnuntut umum.20 

Surat tuntutan yang bailk dan elfelktilf adalah dokumeln yang dapat melnyusun buktil- 

buktil yang diltelmukan sellama pelnyellildilkan delngan melnyajilkan argumeln hukum 

yang kuat untuk melndukung dakwaan jaksa pelnuntut umum. Dil dalamnya, harus 

telrdapat pelnjellasan yang jellas dan akurat melngelnail pelrilstilwa yang telrjadil selrta 
 

20 Joko, D. J. S., & SH, M. (2023). Pelngantar Hukum Acara Pi ldana, Hlm. 53-54 
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bagailmana hal telrselbut belrkailtan delngan konstruksil hukumnya. Delngan melmillilkil 

gambaran yang telrpelrilncil telntang pelrilstilwa dan konstruksil hukumnya, maka akan 

lelbilh mudah untuk melnarilk kelsilmpulan melngelnail apakah tilndak pildana tellah 

telrbuktil, apakah telrdakwa dapat dilpelrsalahkan, dan apakah telrdakwa harus 

belrtanggung jawab selcara pildana.21 

Kelsilmpulan yang dilambill haruslah telpat selcara hukum yaknil harus dildasarkan 

pada prilnsilp-prilnsilp hukum yang belrlaku dan aspelk-aspelk keladillan guna 

melncelrmilnkan tilngkat profelsilonalilsme l dan kualiltas selorang jaksa pelnuntut 

umum. Daril kelsilmpulan telrselbut, jaksa pelnuntut umum akan melngajukan 

pelrmohonan kelpada majellils hakilm, bailk melngelnail status pelrkara dalam 

hubungannya delngan dakwaan yang dilajukan maupun melngelnail belntuk 

pelrtanggungjawaban pildana yang dilmilnta telrhadap telrdakwa.22 

Surat Eldaran Jaksa Agung Nomor SEl-001/J-A/4/1995 telntang Peldoman Tuntutan 

Pildana, jaksa pelnuntut umum harus melmpelrtilmbangkan faktor-faktor belrilkut:23
 

A. Pelrlakuan telrdakwa: 

(a) Meltodel pellaksanaan keljahatan 

(b) Kelkelrasan yang dillakukan 

(c) I lsu-ilsu selnsiltilf (SARA) 

(d) Dampak pada masyarakat 

(e) Kailtannya delngan kelpelntilngan nelgara dan stabilliltas pelmbangunan. 

B. Kondilsil pellaku: 

(a) Motilvasil dil balilk tilndakan krilmilnal (kelbilasaan, pelmbellaan dilril, balas 

delndam, faktor elkonomil, dll) 

(b) Karaktelr, moral, pelndildilkan, rilwayat sosilal-elkonomil pellaku 

(c) Pelran pellaku dalam tilndakan krilmilnal 

(d) Kelselhatan filsilk dan melntal, selrta pelkelrjaan pellaku 

 

21 Melllil, P. (2022). Dasar Pelrtilmbangan Jaksa Pelnuntut Umum dalam Melnelntukan Tuntutan 

Pi ldana telrhadap Telrdakwa Pelrkara Tilndak Pildana Korupsil (Studil Kasus Putusan Nomor 13/Pild. 
Sus-TPK/2019/PN TJK). Lampung: Fakultas Hukum Unilvelrsi ltas Lampung, Hlm. 27 
22 Ilbild 
23 Haryanto, M. (2012). Tuntutan Belbas dan Putusan Belbas adalah Melrupakan Hak Asasil 

Telrdakwa dalam Tilndak Pildana Korupsil. Salatilga: Unilvelrsi ltas Krilsteln Satya Wacana, Hlm 144 



21 
 

 

 

(e) Usila pellaku 

 

C. Dampak daril tilndakan telrdakwa: 

(a) Melnilmbulkan keltakutan dan kelgellilsahan dil masyarakat 

(b) Melnyelbabkan pelndelriltaan yang dalam dan belrkellanjutan bagil korban dan 

kelluarganya 

(c) Melngakilbatkan kelrugilan bagil nelgara dan masyarakat 

(d) Melnyelbabkan korban jilwa dan kelrugilan matelrilill 

(e) Melmbahayakan pelmbelntukan gelnelrasil muda24. 

 

 

C. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

 

Melnurut Soelrjono Soelkanto, faktor-faktor yang melmpelngaruhil pelnelgakan hukum 

adalah:25 

1. Faktor Pelnelgak Hukum 

 

Pelnelgak hukum me lrupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang 

helndaknya melmpunyail kelmampuan-kelmampuan telrtelntu, selsuail delngan 

aspilrasil masyarakat. Melrelka harus dapat belrkomunilkasil dan melndapatkan 

pelngelrtilan daril golongan sasaran, dil sampilng mampu melmbawakan atau 

melnjalankan pelranan yang dapat diltelrilma olelh melrelka. 

2. Faktor Sarana dan Fasilliltas 

Tanpa kelbelradaan sarana atau fasilliltas telrtelntu yang elselnsilal, prosels 

pelnelgakan hukum akan melnghadapil belrbagail hambatan yang selrilus dan 

mungkiln tildak akan belrjalan delngan lancar. Sarana dan fasilliltas telrselbut tildak 

hanya melncakup aspelk-aspelk selpelrtil telnaga manusila yang telrdildilk dan 

telrampill, teltapil juga mellilputil ilnfrastruktur organilsasilonal yang telrstruktur 

delngan bailk, pelralatan yang melmadail dan mutakhilr, akselsilbilliltas telrhadap 

sumbelr daya keluangan yang melmadail, selrta ellelmeln-ellelmeln lailn yang 

 

24 Ilbild., 
25 Soelrjono Soelkanto Op. cilt,, Hlm. 42 
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melndukung elfilsilelnsil dan elfelktilviltas opelrasilonal dalam melnjalankan fungsil 

pelnelgakan hukum. Kelselluruhan daril ellelmeln-ellelmeln ilnil belrpelran pelntilng 

dalam melnjaga agar prosels pelnelgakan hukum dapat belrjalan delngan bailk dan 

melmbelrilkan keladillan yang selsuail bagil masyarakat. Jilka hal-hal iltu tildak 

telrpelnuhil, maka mustahill pelnelgakan hukum akan melncapail tujuan. 

3. Faktor Pelrundang-Undangan 

 

Undang- undang tildak belrlaku surut, artilnya undang-undang hanya bolelh 

diltelrapkan telrhadap pelrilstilwa yang dilselbut dil dalam undang-undang telrselbut, 

selrta telrjadil seltellah undang-undang iltu dilnyatakan belrlaku. Undang-undang 

yang dilbuat olelh pelnguasa yang lelbilh tilnggil, melmpunyail keldudukan yang 

lelbilh tilnggil pula. Undang-undang yang belrsilfat khusus melnyampilngkan 

undang-undang yang belrsilfat umum, apabilla pelmbuatnya sama. Artilnya, 

telrhadap pelrilstilwa khusus melnyampilngkan undang-undang yang belrsilfat 

umum, apabilla pelrbuatannya sama. Artilnya telrhadap pelrilstilwa khusus wajilb 

dilpelrlakukan undang-undang yang melnyelbutkan pelrilstilwa iltu, walaupun bagil 

pelrilstilwa khusus telrselbut dapat pula dilpelrlukan undang-undang yang 

melnyelbutkan pelrilstilwa yang lelbilh luas ataupun lelbilh umum yang dapat 

melncakup pelrilstilwa khusus telrselbut. 

4. Faktor Masyarakat 

Pelnelgakan hukum belrasal daril masyarakat dan belrtujuan untuk melncapail 

keldamailan dil dalam masyarakat. Olelh karelna iltu, dilpandang daril sudut 

telrtelntu, maka masyarakat dapat melmpelngaruhil pelnelgakan hukum telrselbut. 

Dil dalam pelndapat masyarakat melngelnail hukum, yang sangat melmpelngaruhil 

kelpatuhan hukumnya. Kilranya jellas bahwa hal ilnil pastil ada kailtannya delngan 
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faktor-faktor telrdahulu, yailtu undang-undang pelnelgak hukum, dan sarana 

atau fasilliltas. 

5. Faktor Kelbudayaan 

 

Faktor kelbudayaan belrsatu padu delngan faktor masyarakat, karelna iltu dil 

dalam pelmbahasannya dilkeltelngahkan masalah silstelm nillail-nillail yang melnjadil 

ilntil daril kelbudayaan spilriltual atau nonmatelrilal. Selbagail suatu silstelm (atau 

subsilstelm daril silstelm kelmasyarakatan), maka hukum melncakup struktur 

substansil dan kelbudayaan. Struktur melncakup wadah ataupun belntuk daril 

silstelm telrselbut yang umpamanya, melncakup tatanan lelmbaga-lelmbaga 

hukum formal, hubungan antara lelmbaga-lelmbaga telrtelntu, hak-hak dan 

kelwajilban-kelwajilbannya, dan seltelrusnya.26 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Soelrjono Soelkanto, (2012), Faktor-faktor yang Melmpelngaruhil Pe lnelgakan Hukum, Jakarta: 

Rajawali l Pelrs, Hlm. 59-60 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

Meltodel melrupakan hal yang pelntilng untuk melnelntukan kelbelrhasillan pelnelliltilan 

agar dapat belrguna dan belrhasill agar masalah yang akan dilbahas dapat dilpelcahkan 

dan dapat dilpelrtanggung jawabkan. Meltodel adalah cara kelrja untuk melmahami l 

objelk yang melnjadil tujuan dan sasaran pelnelliltilan.27 Soelrjono Soelkanto 

melngatakan meltodologil belrasal daril kata meltodel yang artilnya jalan, namun 

melnurut kelbilasaan meltodel dilrumuskan delngan belbelrapa kelmungkilnan, yailtu 

suatu tilpel pelnelliltilan yang dilgunakan untuk pelnelliltilan dan pelnillailan, suatu telknilk 

yang umum bagil illmu pelngeltahuan, dan cara telrtelntu untuk mellaksanakan suatu 

proseldur. Untuk melndapatkan data yang dilpelrlukan dalam pelnelliltilan ilnil, 

dillakukan langkah-langkah selbagail belrilkut: 

A. Pendekatan Masalah 

 

Meltodel pelndelkatan yurildils normatilf adalah meltodel yang dilgunakan dalam 

pelnelliltilan ilnil. Pelndelkatan ilnil dillakukan belrdasarkan pada suatu pelrmasalahan 

yang melmillilkil lelgal gap atau kelselnjangan antara das seli ln dan das 

solleln.28Pelndelkatan ilnil juga dillakukan untuk melnelmukan aturan hukum maupun 

 

 

 

27 Soelrjono, Soelkanto Op. cilt, Hlm. 5 
28 Amilruddiln dan Zailnal Asilki ln, (2004), Pelngantar Meltodel Pe lnellilti lan Hukum, Jakarta: Raja 

Grafi lndo Pelrsada, Hlm. 34 
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doktriln-doktriln hukum yang tujuannya agar dapat melnjawab pelrmasalahan hukum 

yang dilhadapil. 

Pelnelliltilan hukum ilnil belrjelnils pelnelliltilan hukum normatilf atau kelpustakaan karelna 

bahan pustaka melnjadil data dasar yang dalam pelnelliltilan dilgolongkan selbagail data 

selkundelr.29 Pelnelliltilan yang dillakukan pelnelliltil melmillilkil silfat selbagail pelnelliltilan 

delskrilptilf dan melmillilkil belntuk elvaluatilf yang melnggambarkan suatu geljala 

telrtelntu dan melnillail kelteltapan program untuk melnyellelsailkan geljala telrselbut.30 

Untuk melngelvaluasil program yang dilmaksud dalam pelnelliltilan ilnil, pelnulils akan 

melnganillilsils No. Relg Pelrkara PDM – 361/TJKAR/10/2020 delngan 

melndelskrilpsilkan hasill analilsils atas pelrbuatan pildana yang dillakukan ole lh 

telrdakwa dalam tuntutan telrselbut selbagailmana keltelntuan pelraturan pelrundang- 

undangan pildana I lndonelsila. 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

1. Sumber Data 

 

Sumbelr data melrupakan telmpat dil mana dildapatkannya data pelnilliltilan. Sumbelr 

data dalam pelnelliltilan ilnil telrdilril daril: 

a. Data lapangan, adalah data yang dilpelrolelh selcara langsung daril lokasil/objelk 

pelnelliltilan mellaluil studil lapangan atau wawancara. 

b. Data kelpustakaan, adalah data yang dilpelrolelh selcara tildak langsung daril 

lokasil/objelk pelnelliltilan, teltapil mellaluil sumbelr kelpustakaan. 

 

 

 

29 Soelrjono Soelkanto dan Sril Mamudjil, (2015), Pelnelli ltilan Hukum Normatilf Suatu Tilnjauan 

Silngkat, Jakarta: Raja Grafilndo Pelrsada, Hlm. 23-24 
30 Sril Mamudjil, elt al., (2005), Meltodel Pelnelli ltilan dan Pelnulilsan Hukum, Jakarta: Badan Pelnelrbilt 

Fakultas Hukum Unilvelrsiltas Ilndonelsi la, Hlm. 4 
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2. Jenis Data 

 

Dalam pelnelliltilan hukum pada umumnya dapat dilbeldakan antara data yang 

dilpelrolelh langsung daril masyarakat dan daril bahan pustaka. Data yang dilpelrolelh 

langsung daril masyarakat dilselbut data prilmelr dan yang keldua dilbelril nama data 

selkundelr.31 Belrilkut pelnjellasan lelbilh lanjut: 

a. Data Prilmelr 

 

Data prilmelr adalah data utama yang dildapatkan daril lapangan pelnelliltilan 

delngan cara mellakukan wawancara langsung delngan narasumbelr agar 

melndapatkan data yang dilpelrlukan untuk pelnelliltilan. 

b. Data Selkundelr 

 

Data selkundelr adalah data tambahan yang dilpelrolelh daril belrbagail sumbelr 

hukum. Data selkundelr dapat dilbagil melnjadil dua, yailtu data selkundelr yang 

belrsilfat prilbadil selpelrtil dokumeln prilbadil dan data prilbadil yang dilsilmpan 

selbuhan lelmbaga, data selkundelr yang belrsilfat publilk selpelrtil data arsilp, dan 

data relsmil ilnstansil pelmelrilntah. Belrdasarkan jelnils pelnelliltilan ilnil, data yang 

dilgunakan dalam pelnelliltilan ilnil adalah data selkundelr yang dilpelrolelh mellalui l 

studil pustaka. Data selkundelr yang pelnulils gunakan dalam pelnelliltilan ilni l 

telrdilril daril bahan hukum prilmelr, bahan hukum selkundelr, dan bahan hukum 

telrsilelr, belrilkut pelnjellasannya: 

A. Bahan Hukum Prilmelr 

 

Bahan ilnil dilpelrlukan untuk melncaril landasan hukum yang belrkailtan 

delngan pelrmasalahan yang akan diltelliltil. Bahan hukum prilme lr, yailtu 

 

31 Soelrjono Soelkanto, Op. cilt, Hlm. 51 
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bahan hukum yang ilsilnya melmpunyail kelkuatan hukum melngilkat kelpada 

masyarakat.32 Bahan hukum prilmelr yang dilgunakan dalam pelnelliltilan ilni l 

adalah Surat Tuntutan No. Relg Pelrkara PDM – 361/TJKAR/10/2020 

selbagail sumbelr kelkuatan hukum yang melngilkat bagil para telrpildana 

pellaku pelnyilksaan yang akan pelnulils jadilkan dasar dalam mellakukan 

analilsils pelnelliltilan ilnil. Sellailn iltu, sumbelr hukum prilmelr lailn yang pelnulils 

gunakan adalah pelraturan pelrundang-undangan yang telrkailt delngan 

pelrmasalahan dil dalam laporan ilnil, dil antaranya: 

a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Telntang Kiltab Undang-Undang 

Hukum Acara Pildana (KUHAP) 

b) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Telntang Hak Asasil Manusila 

 

c) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Telntang Keljaksaan Relpublilk 

Ilndonelsila 

B. Bahan Hukum Selkundelr 
 

Bahan hukum selkundelr adalah bahan-bahan yang melmbelrilkan ilnformasi l 

atau hal-hal yang belrkailtan delngan ilsil bahan hukum prilmelr yang telrdilril 

daril buku, jurnal, laporan pelnelliltilan, artilkell illmilah, belrbagail pelrtelmuan 

illmilah, telsils, dan dilselrtasil.33 Bahan hukum selkundelr yang dilgunakan 

dalam pelnelliltilan ilnil adalah Surat Tuntutan Keljaksaan RI l No. Relg 

Pelrkara PDM – 361/TJKAR/10/2020 dan Putusan Pelngadillan Nelgelri l 

pada Pelrkara Nomor 1316/Pild. B/2020/ PN Tjk. 

 
 

 

 

 

32 Soelrjono Soelkanto, (2007), Pelngantar Pelnilliltilan Hukum, Jakarta: UIl-Prelss, Hlm. 52 
33 Ilbild 
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C. Bahan Hukum Telrsilelr 

 

Bahan hukum telrsilelr adalah bahan-bahan yang melmbelrilkan peltunjuk 

maupun pelnjellasan telrhadap bahan hukum prilmelr dan bahan hukum 

selkundelr yang telrdilril daril kamus hukum, abstraksil, buku pelgangan, buku 

peltunjuk, elnsilklopeldila.34 Bahan-bahan hukum telrsilelr yang dilgunakan 

dalam pelnelliltilan ilnil telrdilril daril Kamus Belsar Bahasa I lndonelsila, 

bilblilografil, abstraksil, dan lailn-lailn yang belrkailtan delngan pokok-pokok 

pelrmasalahan daril pelnelliltilan ilnil. 

C. Penentuan Narasumber 

 

Untuk mellakukan pelnelliltilan, dilbutuhkan narasumbelr selbagail sumbelr untuk 

melmpelrolelh ilnformasil yang seltellah iltu dilkajil dan dilanalilsils selsuail delngan 

pelrmasalahan. Adapun narasumbelr yang dilbutuhkan dalam pelnelliltilan ilnil adalah 

selbagail belrilkut: 

1. Jaksa pada Keljaksaan Nelgelril Bandar Lampung : 1 orang 
 

2. Hakilm Pelngadillan Nelgelril Tanjung Karang : 1 orang 

 

3. Doseln Hukum Pildana Fakultas Hukum Unilla : 1 orang+ 

 

Jumlah : 3 orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

 

Pelngumpulan data dillakukan delngan proseldur selbagail belrilkut: 

 

a. Studil Kelpustakaan, yailtu proseldur yang dillakukan delngan cara melmbaca, 

melnellaah dan melngutilp daril buku-buku liltelratur selrta mellakukan 

34 Ilbild 
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pelngkajilan telrhadap keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan telrkailt 

delngan pelrmasalahan 

b. Studil Lapangan, yailtu proseldur yang dillakukan delngan kelgilatan 

wawancara (ilntelrvilelw) kelpada narasumbelr pelnellilttilan selbagail salah satu 

cara melngumpulkan belrbagail data dan ilnformasil yang dilbutuhkan selsuai l 

delngan pelrmasalahan pelnelliltilan. 

2. Prosedur Pengolahan Data 

 

Pelngolahan data dalam pelnelliltilan ilnil dillaksanakan selbagail belrilkut: 

 

a. Sellelksil data, adalah kelgilatan pelmelrilksaan guna melnelmukan 

kellelngkapan data, kelmudilan data dilpillilh selsuail delngan pelrmasalahan 

pelnelliltilan. 

b. Klasilfilkasil data, adalah kelgilatan pelnelmpatan data selsuail delngan 

kellompok-kellompok yang tellah dilteltapkan dalam rangka melmpelrolelh 

data yang belnar-belnar dilpelrlukan dan akurat untuk dilanalilsils lelbilh 

lanjut. 

c. Silstelmatilsasil data, adalah kelgilatan melnyusun data yang salilng 

belrhubungan dan melrupakan satu kelsatuan yang bulat dan telrpadu 

pada sub pokok bahasan selhilngga melmpelrmudah ilntelrpreltasil data. 

E. Analisis Data 

 

Analilsils data melrupakan suatu tahap yang tak telrellakkan dan krusilal dalam 

selbuah pelnelliltilan, yang melmelrlukan selrangkailan prosels yang komplelks dan 

telrpelrilncil. Prosels ilnil mellilbatkan tildak hanya pelngumpulan data, teltapil juga 

pelnyusunan,  pelngellompokkan,  dan  pelmbelntukan  pola-pola  daril  data  yang 
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telrkumpul kel dalam katelgoril-katelgoril yang rellelvan, selrta pelmeltaan data-data 

telrselbut kel dalam belrbagail pola, klasilfilkasil, dan satuan urailan dasar yang selsuail. 

Mellaluil analilsils data yang celrmat dan telliltil ilnil, pelnelliltil dapat melmpelrolelh 

wawasan yang melndalam telntang felnomelna yang diltelliltil, melngildelntilfilkasil pola- 

pola telrselmbunyil, melngelksplorasil hubungan-hubungan yang silgnilfilkan, dan 

akhilrnya melnghasillkan telmuan-telmuan yang belrmakna dan rellelvan bagi l 

pelrkelmbangan pelngeltahuan dalam bildang yang belrsangkutan. Meltodel analilsils 

data tildak hanya selbatas melngatur dan melngurutkan data, teltapil juga melncakup 

pelngellompokkan selrta pelngkatelgorilan data agar dapat dilelksplorasil dan dilpahami l 

delngan lelbilh bailk. Pelngorganilsasilan dan pelngellolaan data telrselbut belrtujuan 

melnelmukan telma dan hilpotelsils kelrja yang akhilrnya dilangkat melnjadil teloril 

substantilf.35 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 Lelxy J. Moellong, (1999), Meltodologil Pelnelli ltilan Kualiltatilf, Bandung: PT. Relmaja Rosdakarya, 

Hlm. 103 
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V. PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Belrdasarkan hasill pelnelliltilan dan pelmbahasan maka dapat dilsilmpulkan selbagail 

belrilkut: 

1. Dasar Pelrtilmbangan Jaksa Pelnuntut Umum (JPU) dalam mellakukan tuntutan 

mellilbatkan tilga aspelk utama, yailtu aspelk yurildils, fillosofils, dan sosilologils. 

Dalam aspelk yurildils, hakilm melnggunakan undang-undang selbagail dasar 

utama, melmastilkan keladillan hukum formal, dan melngelvaluasil manfaat selrta 

kelpastilan hukum. Aspelk fillosofils melnelkankan pada pelncarilan kelbelnaran 

mutlak dan keladillan substansilal delngan melmpelrtilmbangkan nillail-nillail moral, 

eltilka, dan prilnsilp-prilnsilp fillosofils. Selmelntara iltu, aspelk sosilologils 

melngharuskan hakilm melmpelrtilmbangkan norma-norma budaya yang belrlaku 

dalam masyarakat selrta melmillilkil pelngeltahuan yang komprelhelnsilf telrkailt aspelk 

fillosofils dan sosilologils. Tuntutan yang dilbuat olelh Jaksa Pelnuntut Umum 

(JPU) dalam pelrsildangan melrupakan pelmbuktilan daril surat dakwaan, delngan 

tujuan melncapail keladillan, kelpastilan hukum, dan kelmanfaatan bagil korban dan 

telrdakwa. Pelrtilmbangan tuntutan juga mellilbatkan hal-hal yang dapat 

melrilngankan atau melmbelratkan telrdakwa, selpelrtil pelrillaku sopan dalam 

pelrsildangan, status selbagail relsildilvils, latar bellakang gangguan jilwa, kelrugilan 
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yang dilselbabkan, usila pellaku, dan faktor-faktor lailnnya. Kelsilmpulannya, 

Majellils Hakilm dalam pelngambillan kelputusan harus melmpelrtilmbangkan 

delngan celrmat selmua aspelk ilnil agar kelputusan yang dilhasillkan melncelrmilnkan 

keladillan hukum, moral, dan masyarakat. 

2. Faktor Pelnghambat Jaksa Pelnuntut Umum (JPU) dalam melnanganil pelrkara 

tilndak pildana pelnganilayaan pada pelrkara ilnil, dalam kontelks kelselhatan 

telrdakwa, pelrnyataan dugaan gangguan jilwa olelh kelluarga telrdadakwa 

melnambah komplelksiltas, telrutama jilka relkam meldils tildak mampu 

melmbuktilkan kondilsil telrselbut, yang melngharuskan kelakuratan dan 

kellelngkapan ilnformasil meldils. 

B. Saran 

 

Saran dalam pelnelliltilan ilnil adalah selbagail belrilkut: 

 

1. Dalam prosels tuntutan, JPU harus melmelgang telguh prilnsilp keladillan, 

kelbelnaran, dan kelmanfaatan, tanpa telrpelngaruh olelh telkanan opilnil publilk. 

Melskilpun kasus telrkelnal, ilntelgriltas JPU harus teltap diljaga tanpa melnuntut 

hukuman yang telrlalu belrat hanya untuk melmelnuhil elkspelktasil publilk. Priloriltas 

pada keladillan harus dildasarkan pada fakta dan hukum, bukan untuk 

melmuaskan opilnil publilk. Pelrtilmbangan kelmanfaatan masyarakat juga pelntilng, 

delngan melmpelrhiltungkan dampak posiltilf bagil masyarakat dan silste lm 

pelradillan. JPU melmillilkil tanggung jawab melnjaga kelselilmbangan antara 

kelpelntilngan hukum dan kelbutuhan masyarakat, selrta melnjauhil telkanan opilnil 

publilk yang dapat melngaburkan prilnsilp dasar pelradillan. Untuk melnilngkatkan 

elfelktilviltas silstelm pelradillan, JPU pelrlu melmillilkil deldilkasil tilnggil dan melnjaga 
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transparansil selrta komunilkasil yang elfelktilf delngan masyarakat. Prilnsi lp 

konsilstelnsil dalam pelnelrapan hukuman pelntilng untuk melnjaga ilntelgriltas silste lm 

pelradillan. Tujuan hukum harus dilpelrtilmbangkan dalam pelngambillan 

kelputusan. Pelnilngkatan kelahlilan hukum mellaluil pellatilhan dan pelndildilkan 

belrkellanjutan sangat pelntilng. Pelmbelrdayaan masyarakat melnjadil kuncil utama 

dalam melnjaliln hubungan harmonils antara silstelm pelradillan dan masyarakat, 

delngan mellilbatkan melrelka selcara aktilf dalam prosels pelradillan. Partilsilpasil aktilf 

masyarakat akan melnjadil pelndorong bagil pelnilngkatan kelpelrcayaan telrhadap 

ilntelgriltas dan keladillan silstelm hukum selcara melnyelluruh. 

2. Pelmahaman masyarakat telntang prosels pelradillan pildana sangat pelntilng untuk 

melnillail tuntutan JPU selcara objelktilf. Pelnilngkatan pelmahaman ilnil 

melmungkilnkan partilsilpasil aktilf masyarakat dalam silstelm hukum, 

melnilngkatkan elfelktilviltas pelnelgakan hukum. Dukungan masyarakat telrhadap 

transparansil dalam silstelm pelradillan dilharapkan melmbelntuk lilngkungan hukum 

yang lelbilh telrpelrcaya, mellilbatkan melrelka dalam prosels hukum. Pelndildilkan 

hukum dilildelntilfilkasil selbagail sarana pelntilng untuk melnilngkatkan pelmahaman 

masyarakat telntang hukum. Dukungan masyarakat telrhadap keladillan, 

pelnolakan telrhadap pelrillaku krilmilnal, dan partilsilpasil aktilf dalam melnjaga 

lilngkungan yang aman, selmuanya melndukung tugas pelnelgak hukum. Delngan 

melncilptakan masyarakat yang sadar hukum dan belrtanggung jawab, fondasil 

yang kokoh bagil silstelm pelradillan yang adill dan belrkellanjutan dapat dilbangun. 
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